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REPUBLIK INDONESIA 

 
 

IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 31/PUU-X/2012   

Tentang  

Kewenangan KPK Dan BPKP Terkait LHKKN  

 
Pemohon                    : Eddie Widiono Suwondho 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi terhadap Undang- Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 

Pokok Perkara                   : Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945: 
- Pasal 6 huruf a mengenai “Komisi Pemberantasan 

Korupsi mempunyai tugas: (a) koordinasi dengan 
instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi...;” 

- Penjelasan Pasal 6 mengenai yang dimaksud 
dengan “instansi yang berwenang” termasuk 
Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa 
Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat 
pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-
Departemen. 

bertentangan dengan pasal UUD 1945, yakni: 
- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai Indonesia 

adalah negara hukum. 
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakukan yang sama di hadapan hukum. 

Amar Putusan : Dalam Provisi 
Menolak permohonan provisi Pemohon. 
Dalam Pokok Perkara  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

Tanggal Putusan : Selasa, 23 Oktober 2012. 
Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah warga negara Indonesia mendalilkan adanya menganggap hak 
konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 6 huruf a dan penjelasan UU 30/2002. 

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 
dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
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(UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (UU 48/2009), menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 
Undang-Undang terhadap UUD 1945. Menimbang bahwa permohonan a quo adalah 
mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 30/2002 terhadap UUD 1945, sehingga 
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. 

Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemohon  pada  
pokoknya  mendalilkan  sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki 
hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon 
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksudkan 
di atas dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK, 
karena Pemohon telah diadili dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor, 
yang didasarkan atas hasil penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bentuk Laporan Hasil Penghitungan 
Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN). Hal ini menurut Pemohon menyebabkan 
hilangnya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap 
diri Pemohon  karena  LHPKKN  tersebut  menurut  Pemohon  bukan  merupakan 
kewenangan BPKP. Akibat dari LHPKKN ini, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka 
oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). dengan mempertimbangkan 
dalil kerugian yang telah dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional 
Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) 
antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU 
KPK yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum 
(legal standing) untuk mengajukan pengujian norma a quo. 

Menurut Mahkamah, permohonan putusan provisi a quo tidak tepat menurut 
hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok permohonan a quo  dengan 
beberapa alasan: 
(i) dalam pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya 

menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti memerintahkan 
KPK untuk menghentikan atau menunda pemeriksaanperkara di Mahkamah 
Agung dan mencabut atau menunda berlakunya surat pencegahan; 

(ii) putusan Mahkamah tentang norma dalam perkara Pengujian Undang- Undang 
(judicial review) bersifat erga omnes; 

(iii) putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU 
MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- 
Undang; 

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan provisi 
Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012- 016-019/PUU-
IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006 telah mempertimbangkan mengenai latar 
belakang dibentuknya KPK dikaitkan dengan sifat luar biasa dari kejahatan tindak 
pidana korupsi. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah, antara lain, 
mempertimbangkan, “Bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 
adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga 
pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan 
berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian 
negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang 
menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien 
dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK 
dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk 
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lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, halaman 269). 

Menurut Mahkamah, tugas koordinasi adalah tugas yang seharusnya dimiliki 
KPK dalam rangka efektivitas melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana 
korupsi, sehingga fungsi yang demikian tidak dapat dianggap bertentangan dengan 
konstitusi. Di dalam beberapa putusan Mahkamah telah dinyatakan bahwa keberadaan 
KPK dengan semua fungsi dan wewenangnya adalah konstitusional, sehingga setiap 
upaya koordinasi untuk mengefektifkan fungsi dan wewenang tersebut adalah 
konstitusional. 

Menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan 
BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga 
berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan 
BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari 
inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari 
masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari 
perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian 

Menurut Mahkamah, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon merupakan 
ranah implementasi norma, bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma. 
Penyebutan instansi BPKP maupun instansi lainnya dalam Penjelasan Pasal 6 UU KPK 
tanpa menyebut dan membatasi wewenang dari masing-masing instansi tersebut tidak 
dapat dinyatakan sebagai ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain 
itu, permohonan Pemohon yang menginginkan agar KPK tidak lagi diperbolehkan untuk 
berkoordinasi dengan BPKP adalah tidak tepat dan bertentangan dengan tujuan 
pembentukan KPK, karena hal tersebut justru akan melemahkan pelaksanaan fungsi 
dan kewenangan KPK sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak 
beralasan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 6 huruf 
a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, 
Mahkamah memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 
Dalam Provisi 
Menolak permohonan provisi Pemohon. 
Dalam Pokok Perkara  

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
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